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TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4) dan
Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022
tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal;

1.

2

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Republik Indonesia
tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6586);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun
2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wonosobo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor
untuk meningkatkan investasi Daerah.

Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas
nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan
investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang
mempunyai nilai ekonomis.



12,

13.

Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang
selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang
dibentuk oleh Bupati dan melaksanakan proses verifikasi
dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan
pemberian kemudahan penanaman modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai
dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan terpadu
satu pintu.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
berdasarkan prinsip:

a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.
Pasal 3
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
meliputi:
a. kewenangan;
b. kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman

Modal;
bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal,

d. jenis usaha;

»

o g e

(1)

(2)

tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal,

hak, kewajiban, dan tanggung jawab;

evaluasi dan pelaporan;

. jangka waktu dan frekuensi; dan

pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau
Kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan
kewenangannya.

Insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Penanam Modal baru di Daerah; atau

b. Penanam Modal yang akan melakukan perluasan

usaha di Daerah.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal
bagi Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB III
BENTUK DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Pemberian Insentif penanaman modal dapat berbentuk

pengurangan dan/atau keringanan Pajak.

Pengurangan dan/atau Keringanan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengurangan

dan/atau keringanan atas pokok Pajak Daerah dan/atau
sanksi berupa denda dan/atau bunga meliputi:

a. Pajak reklame;

b. Pajak air tanah; dan/atau

c. Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat

berbentuk:

a. Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman
Modal;

b. Fasilitasi penyediaan informasi lahan atau lokasi;

c. Percepatan pelayanan perizinan berupa
Pendampingan dan  Pengawalan Kepeminatan
Penanaman Modal; dan

d. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa penyediaan data

dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas
pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan
peruntukannya.

Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan

dan Pengawalan Kepeminatan Penanaman Modal

dilakukan dari awal sampai akhir melalui pembentukan

Satuan Tugas Percepatan Penanaman Modal yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dengan

tugas:

a. koordinasi penerimaan dan/atau pendampingan
misi/calon penanam modal dengan Unit atau Instansi
Teknis terkait lainnya;

b. penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi,
peluang, dan kebijakan Penanaman Modal Daerah
sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh
penanam modal;

c. penyelenggaraan penerimaan misi/calon penanam

modal dan/atau pendampingan misi/calon penanam
modal;



(6)

(7)

(2)

(2)

(3)

(1)

(2)

d. dalam hal pendampingan misi/calon penanam modal
dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait di
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemerintah
daerah lain serta melakukan kunjungan ke lokasi; dan

e. memfasilitasi penyelesaian hambatan atau kendala
yang dihadapi calon penanam modal dengan
melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Fasilitasi promosi sesuai kewenangan  daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu

dengan mengikuti kegiatan promosi Penanaman Modal
baik yang diselenggarakan oleh Daerah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanaman

Modal ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal
diberikan kepada Penanam Modal dengan besaran modal
di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk
kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru
maupun perluasan dari usaha yang telah ada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penanam Modal sesuai
skala prioritas.
Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal
kepada Penanam modal ditetapkan oleh Bupati.
Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang
usaha atau kegiatan Penanaman Modal, bentuk insentif
dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak
dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan
penanaman modal.

Pasal 8

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi Kriteria
tertentu.
Kriteria tertentu bagi Penanam Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan

masyarakat;

menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;




d. memberikan Kkontribusi bagi peningkatan produk

domestik regional bruto;

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

pembangunan infrastruktur;

melakukan alih teknologi;

melakukan industri pionir;

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan

inovasi;

bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;

k. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau
peralatan yang diproduksi lokal; dan

1. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program
prioritas Nasional dan/atau Daerah dan berorientasi
ekspor.

(3) Variabel penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi dasar penentuan besaran, bentuk
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang akan
diberikan.

= R e
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BAB IV
JENIS USAHA

Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10
(1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan
Kemudahan mengajukan surat permohonan kepada
Bupati c.q Kepala DPMPTSP.

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dilampiri dengan:

1. usulan Penanam Modal Baru yang akan membuka
usaha di Daerah memuat:
a) fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti
identitas diri yang sah dari pemohon;
b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
1) wisi;
2) misi;
3) lingkup usaha;
4) susunan direksi;



5) manajemen perusahaan;
6) fotokopi dokumen legalitas perusahaan; dan
7) bukti tertib pembayaran Pajak.

c) bentuk Insentif dan Kemudahan yang
diusulkan;

d) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan
diwakilkan;

e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti
identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika
permohonan diwakilkan; dan

f) fotokopi nomor induk berusaha.

2. Usulan Penanam Modal yang akan melakukan
perluasan usaha di Daerah memuat:

a) fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti
identitas diri yang sah dari pemohon;

b) profil perusahaan, paling sedikit berupa:

1) visi;

2) misi;

3) lingkup usaha;

4) susunan direksi;

S5) manajemen perusahaan;

6) fotokopi legalitas perusahaan; dan
7) bukti tertib pembayaran Pajak.

c) laporan keuangan perusahaan dan perhitungan
rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;

d) perkembangan usaha yang berisi kapasitas
usaha dan pemasaran produk per tahun untuk
waktu 2 (dua) tahun terakhir;

e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas
usaha sekarang dan yang akan diperluas;

f) bentuk Insentif dan Kemudahan yang
diusulkan.

g) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan
diwakilkan;

h) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti
identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika
permohonan diwakilkan;

1) fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan

j) laporan kegiatan penanaman modal terakhir.

(2) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 11
(1) Terhadap permohonan yang diusulkan oleh Penanam
Modal dilakukan verifikasi dan penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal oleh Tim
Verifikasi.



(2)
(3)

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.
Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris, dan Anggota.

Pasal 12

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

(2)

(3)
(4)

()

(4)

(5)

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi permohonan dan pengecekan
kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;

b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria
secara terukur;

c. menentukan bentuk dan besaran Insentif dan
Kemudahan yang akan diberikan dengan menggunakan
variabel penilaian;

d. menyampaikan rekomendasi atau pertimbangan
kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

e. rekomendasi atau pertimbangan sebagaimana huruf d
berdasarkan hasil rapat Tim Verifikasi yang dituangkan
dalam Berita Acara Penilaian;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang
menerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal kepada Bupati.

Rapat Tim Verifikasi sebagaimana pasal 11 ayat (1)

dilakukan paling lambat S5 (lima) hari kerja sejak

diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

Tim Verifikasi dapat melakukan kunjungan ke lokasi

pemohon.

Hasil Penilaian dan Rekomendasi Tim Verifikasi menjadi

dasar penetapan Bupati dalam menetapkan penanam

modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.

Format Hasil Penilaian dan Rekomendasi Tim Verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya laporan Tim Verifikasi.

Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan dan/atau

keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang

Pendapatan Daerah.




(6) Format dokumen Pemberian Insentif dan Kemudahan

Penanaman Modal terdiri dari:

a. permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal;

b. hasil penilaian Tim Verifikasi;

c. rekomendasi tim verifikasi; dan

d. laporan penggunaan Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13
Penetapan Bupati tentang Pemberian Insentif dan/atau
Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada
pasal 12 ayat (5) paling sedikit memuat nama, alamat
pemohon, bidang usaha atau kegiatan penanaman modal,
bentuk, jangka waktu serta hak dan kewajiban penerima
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 14
Dalam hal penolakan terhadap pengajuan permohonan untuk
dapat menerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,
Tim Verifikasi menyatakan dalam Berita Acara Penilaian, yang
menjadi dasar rekomendasi atau pertimbangan Surat
Penolakan Bupati.

BAB VI
DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

(1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman
Modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal
ditentukan berdasarkan bentuk, besaran, dan jangka
waktu.

(2) Bentuk, besaran, dan jangka waktu Pemberian Insentif
dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian
banyaknya kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal yang dipenuhi masyarakat dan/atau
penanam modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(2).

(3) Pemenuhan kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui proses kuantifikasi dalam bentuk skor
dari pemenuhan masing-masing alternatif indikator di
setiap variabel pada kriteria Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman modal.



(4) Hasil proses kuantifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menghasilkan skor kriteria Skala Prioritas Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bagi penanam
modal, dengan ketentuan skala prioritas sebagai berikut:
a. Skala Prioritas Sangat Rendah, dengan total skor O - 9;
b. Skala Prioritas Rendah, dengan total skor 10 - 20;

c. Skala Prioritas Sedang, dengan total skor 21 - 30; dan
d. Skala Prioritas Tinggi, dengan total skor 31 — 38.

(5) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
akan diberikan kepada penanam modal yang masuk
kriteria Skala Prioritas Rendah, Skala Prioritas Sedang, dan
Skala Prioritas Tinggi.

(6) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman
Modal dengan wurutan skala prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diberikan jangka waktu dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Skala Prioritas Rendah, jangka waktu 1 (satu) tahun;
b. Skala Prioritas Sedang, jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
c. Skala Prioritas Tinggi, jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(7) Ketentuan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal dari masing-masing skala prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi kategori
penanam modal baru dan penanam modal perluasan
berbeda dalam besaran pemberian insentif.

(8) Bentuk, besaran, dan jangka waktu Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

(I) Penanam modal yang menerima Insentif dan/atau
Kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan
kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
b. pengelolaan usaha; dan
c. rencana kegiatan usaha.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Penanam modal yang tidak melaksanakan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan



tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu

pelaporan terlampaui.

(6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Peringatan tertulis pertama diberikan dalam waktu 7
(tujuh) hari kerja;

b. Peringatan tertulis kedua diberikan apabila peringatan
pertama tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari
kerja; dan

c. Peringatan tertulis ketiga diberikan apabila peringatan
kedua tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari
kerja.

(7) Penanam modal yang tidak melaksanakan sampai dengan
peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif
berupa pencabutan pemberian insentif dan/atau
kemudahan penanaman modal.

(8) Pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap  efektivitas
pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan
yang telah diberikan kepada Penanam Modal

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak
lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan
ketentuan perundang—undangan.

(4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian
insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah
kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun
sekali.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan
kemudahan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh aparat pengawas internal di
lingkungan Pemerintah Daerah.




(4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam
setahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
ada tanggal | 6 Deyember 2025

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal |7 Desember 202§
SEKRE IS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ONE ANG|WARDOYO
BERITA/ DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 5|



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 4% TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN

I. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL BAGI PENANAM MODAL BARU

Nomor : Kepada:
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Bupati Wonosobo
Perihal : Permohonan c.q. Kepala Dinas Penanaman
Insentif/ Kemudahan Modal dan Pelayanan Terpadu
Penanaman Modal Satu Pintu
di-
WONOSOBO

Dengan hormat,
Bersama ini kamimengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan
Penanaman Modal dengan data sebagai berikut:

Nama P cssmesin seassnesine s sAASeREaaS 55 SRS G4 5 BRSNS S oo tinib s e s
Perusahaan

Alamat T Gonmnnnn s SR RS AR AR AR A AR T s e
Perusahaan

Telp D oo § s Bt 53 &k AR A5 A8 edonn . 0 bk s & S e i Y
Nama Pimpinan S o e S SR § AR 8 SRR | s VSRR
Alamat Pimpinan T N P e
Telp S e SRR § SSRGS SRR A A EENAS § 4 SRR S B BAS A Es
Lokasi Proyek D ey memeemeemiae o s sy v S P S S S A SES $ NSRS

Adapun jenis insentif/kemudahan Penanaman Modal yang kami
mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Insentif:
Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;

2. Kemudahan:
a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman Modal;
b. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan ataulLokasi;
c. Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan
Pengawalan Kepeminatan Penanaman Modal;
d. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.



Bersama ini kami lampirkan:

1 Fotokopi KTP/Identitas diri;

2. Profil perusahaan, berisi:

Visi;

Misi;

Lingkup usaha;

Legalitas perusahaan;

Susunan direksi dan manajemen perusahaan;

Foto kopi dokumen legalitas perusahaan; dan

Bukti taat pembayaran Pajak.

3. apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa
bermeterai cukup dan fotokopi KTP/identitas diri penerima
kuasa;

4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan

5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

mo a0 T

09

Wonosobo, ...coeeviiiiiiiinnnnn...

Catatan:

*) Lingkari jenis insentif/ kemudahan Penanaman Modal yang dimohon




I1.

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN
PERLUASAN USAHA

Nomor : Kepada:
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Bupati Wonosobo
Perihal : Permohonan c.q. Kepala Dinas Penanaman
Insentif/ Kemudahan Modal dan Pelayanan
Investasi Perluasan Terpadu Satu Pintu
Usaha di-
WONOSOBO

Dengan hormat,
Bersama ini kamimengajukan Permohonan
Insentif/ Kemudahan perluasan usaha Penanaman Modal dengan

data sebagai berikut:

Nama I emvesmsvenss s R OnsaEY § VSERESRESE S FUSSEEVESECS S RSERROB NS § B SESRSAAES § DOSES
Perusahaan

Alamat I eraesenm A SRS § SRS § DSBS ¢ SEBSRSR RS § FEARR S 0
Perusahaan

Telepon/HP E AR ens  SERAEEHNT § RS § MAEERESIAS ) SRS RS § ERRRSARTS § SO
Nama Pimpinan U= SN SF ST = S OApR—
Alamat Pimpinan S Gionsmesenad § SSARERENE b SRS SRS RESITA § S VRS ES § SRR AR & §
Telepon/HP L e e aeaas
Lokasi Proyek L EweReEENRS S SRRSEES § BERASSSENES § SEOANESS § S EEES § AP VERE § SRR

Adapun jenis insentif/kemudahan perluasan usaha penanaman modal
Modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1 Insentif :
(.....) Pengurangan dan/atau keringanan Pajak Daerah.

2 Kemudahan:
(.....) Penyediaan data dan informasi peluang usaha Penanaman
Modal;
(.....) Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan atau Lokasi;
(.....) Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan
Pengawalan Kepeminatan Penanaman Modal;
(.....) Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bersama ini kami lampirkan:
1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2 Profil perusahaan, berisi:
Visi;

Misi;

Lingkup usaha;
Legalitas perusahaan;

SN




e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan;
f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan; dan
g. Bukti taat pembayaran Pajak

3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan
rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir

4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran
produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;

5 Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang
dan yang akan diperluas;

6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa
bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;

7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan

8 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Wonosobo, ....coccvviiiiiiiiinnnn.

Pemohon

................................

Catatan:

*) Berikan tanda pada jenis insentif/ kemudahan Penanaman Modal
yang dimohon




LAMPFIRAN II

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI TIM VERIFIKASI

I. FORMAT HASIL PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN WONOSOBO
Jalan T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo Kode Pos 56311 Telp. (0286) 321059
Fax. (0286) 321059 e-mail: dpmptsp.wsb@gmail.com
Website: dpmptsp.wonosobokab.go.id

HASIL PENILAIAN

Nomor pendaftaran D a5 ROTERRERA S § 5 SRS 5P RRERERES § § PSS
Tanggal pendaftaran ] momess s sumsmmers 1§ FEABSETEY § VLTRSS 1§ FRCSEIR LTS | § PEPOITTE
Jenis layanan § e o « i £ 4§ SEARRERE § N § RSB § § AAREBRALA | § SRR
Insentif BENEIR T oy s 2 semeer s 8 SO 51 TSRS £ S s ST
dimohonkan

Che (s o s s g S S e § R B S T T
B, easremmmmnnn o sormmmmmio & o ms i 5 SRS §§ SR PR 6§ 4RSI SRS USRS
©o  aessseesmmsens s rpesnatieses FosSERSESS L FSFVELESE N ST IERESSES § SO AT ST ST S
Nama perusahaan B eaitn i S RRARRGARS § 58 SRERER § § RESERANEE NS S ONIEIRS § R
Alamat perusahaan D miesiasss yemmesene s § SRSESSREES § § OERANEIRYS 8§ PETOTLHLES § 4 VI OIREETE
Telepon/HP § e s 8 eSS § 5 § S ORSSREA Y LTGRREREE §§ S SEARRERRS § ¥ § DA
Nama pimpinan L e
Telepon/HP USRS ——
Alamat pimpinan § g e rumue o8 prpsmeres § s perraerres £ ) St | PR T TS
Lokasi proyek T e d SeRSREAS § 65 S PONERN § ) S BEEEREE S SRR & § N RS




II. Variabel Penilaian

No. KRITERIA VARIABEL INDIKATOR *¥) NILAI
")

1 2 3 4 5

1. |[Kontribusi Dampak a. Tingkat rata-rata
terhadap terhadap pendapatan karyawan 0
Peningkatan pendapatan perbulannya dibawah
Pendapatan rata-rata Upah Minimum
Masyarakat masyarakat Kabupaten (UMK);

b. Tingkat rata-rata
pendapatan karyawan 2
per bulannya sama
dengan UMK;

c. Tingkat rata-rata
pendapatan karyawan 4
perbulannya diatas
UMK.

2. |Menyerap Penggunaan a. Menyerap tenaga kerja
tenaga kerja tenaga kerja lokal kurang dari 30% 0
lokal lokal sebagai (tiga puluh per seratus);

tenaga kerja
produksi b. Menyerap tenaga kerja 1
maupun disabilitas;
manajerial c. Menyerap tenaga kerja
lokal antara 30% (tiga
puluh satu perseratus) 2
sampai dengan 60%
(enam  puluh seratus);
d. Menyerap tenaga kerja
lokal lebih dari 60 % +
(enam puluh
perseratus).

3. |Menggunakan |Memanfaatka |a. Bahan baku produksi
sebagian besar ([n bahan baku minimal 10% (sepuluh
sumber daya |produksi dari per seratus) - 20% (dua 0
lokal berasal Kabupaten puluh perseratus)
dari Kabupa- [Wonosobo berasal dari lokal;
ten Wonosobo b. Bahan baku produksi

minimal 21 % (dua
puluh satu per seratus)- 2
30% (tiga puluh per
seratus) yang  berasal
dari lokal;
b. Bahan baku produksi
lebih dari 30 % (tiga
puluh per seratus) 4
berasal dari lokal.

4. [Memberikan Penanam a. Belum ada kontribusi

kontribusi Modal dana CSR; 0




bagi peningka |melaksanakan [b. Kontribusi dana CSR
tan pelayanan |penyaluran kurang dari 5% /Tahun
publik dana dari (lima per seratus per
program Tang tahun) dari keuntungan
gung jawab bersihnya;
Sosial/ Corpora |c. Kontribusi dana CSR 5
te Social Res % atau lebih / Tahun
ponsbility (ima per seratus per
(CSR) secara tahun) dari keuntungan
rutin di bersihnya.
Wonosobo.
Kontribusi Peningkatan |a. Pertumbuhan nilai total
Dalam total produksi produksi Penanam
Peningkatan penanam Modal meningkat rata-
Produk modal baik rata kurang 5% (lima
Domestik perkiraan per seratus) per
Regional Bruto j|maupun tahunnya;
realisasinya. |b. Pertumbuhan nilai total
produksi Penanam
Modal meningkat antara
5% (lima perseratus)-10%
(sepuluh per seratus) per
tahunnya;
c. Pertumbuhan nilai total
produksi Penanam
Modal meningkat rata-
rata lebih dari 10%
(sepuluh per seratus)
pertahunnya.
Berwawasan Penanam a. Penanam Modal tidak
lingkungan Modal memiliki dokumen
dan berkelan |menerapkan Analisis Dampak
jutan prinsip Lingkungan
keseim (AMDAL)/Upaya
bangan dan Pengelolaan
ke adilan, Lingkungan Hidup dan
serta Upaya Pemantauan
pemanfaatan Lingkungan Hidup
sumber (UKL-UPL)/Surat
daya (alam) Pernyataan
dan taat pada Kesanggupan
rencana tata Pengelolaan
ruang yang Lingkungan dan
telah Pemantauan
ditetapkan Lingkungan Hidup
(SPPL);




Penanam Modal
memiliki Dokumen
Analisis Dampak
Lingkungan (AMDAL)/
Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup
(UKL-UPL)/ Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan
Lingkungan dan
Pemantauan
Lingkungan Hidup
(SPPL) namun belum
dilaksanakan;

Penanam Modal
memiliki dokumen
Analisis Dampak
Lingkungan (AMDAL)/
Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup
(UKL UPL)/ Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan
Lingkungan dan
Pemantauan
Lingkungan Hidup
(SPPL) dan sudah
dilaksanakan.

Pembangunan
Infrastruktur

Penanam
Modal yang
mendukung
pemerintah
daerah dalam
penyediaan
sarana dan
prasarana
yang di
butuhkan
oleh
masyarakat

Penanam Modal yang
dalam usahanya
menyertakan
pembangunan tidak
menyertakan
pembangunan Fasilitas
Sosial dan Fasilitas
umum;

Penanam Modal yang
dalam usahanya
menyertakan
pembangunan Fasili tas
Sosial dan Fasilitas
umum memperoleh




jenis usaha
baru yang
memiliki
keterkaitan
kegiatan
usaha yang

keterkaitan kegiatan
usaha yang luas
(Keterkaitan kedepan
dan kebelakang) dan
tidak mendukung
pengembangan produk
unggulan daerah (PUD);

No. KRITERIA VARIABEL INDIKATOR *) NILAI*
)
1 2 3 4 5
dukungan dana dari 1
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
(APBD);

. Penanam Modal yang 2
dalam usahanya
menyertakan
pembangunan fasilitas
Sosial dan Fasilitas
umum.

8. |Melakukan alih Penanam . Belum ada transfer
teknologi Modal yang teknologi kepada
memberikan pemerintah daerah 0]
kesempatan maupun kepada
kepada Peme- masyarakat;
rintah Daerah .
d . Transfer teknologi
an masyara- keoad ot
kat Wonosobo depaahadpemenn - i
dalam mening ger an masyarakat
K dilakukan dengan
atkan penge
dukungan dana
tahuan dan pe Penda: .
nerapan tekno AngR . = patan
looi Belanja Daerah (APBD);
ogl tepat guna -
yang . Transfer teknologi
digunakan oleh tepat guna kepada 2
Teni—— pemerintah daerah dan
Modal masyarakat dilakukan
dengan pembiayaan
penuh dari Penanam
Modal.
9. |Melakukan Penanam . Usaha Penanam Modal 0]
Industri Pionir [Modal bukan jenis usaha baru
yvangmembuka dan tidak memiliki




No. KRITERIA VARIABEL INDIKATOR *) NILAI
*)
1 2 3 4 5
luas, memberi . Usaha Penanam Modal 1
milai tambah bukan jenis usaha baru
dan memperhi dan tidak memailiki
tungkan keterkaitan kegiatan
eksternalitas usaha yang luas (Keter
vang terjadi, kaitan kedepan dan ke
memperkenalk belakang) dan tidak men
an teknologi dukung pengembangan
baru, serta produk unggulan dae
memiliki nilai rah (PUD);
strategisdalam | c. Usaha Penanam Modal 2
mendukung adalah jenis usaha baru
pengembanga yang memiliki keterkai
n produk tan kegiatan usaha
unggulan yang luas (Keterkaitan
daerah kedepan dan kebela
kang) dan mendu kung
pengembangan Produk
Unggulan Daerah (PUD).

10. Melaksana kan |Penanam . Tidak ada kegiatan 0
penelitian, Modal melaku penelitian dan pengem-
pengembangan [kan kegiatan bangan (litbang) dan
dan inovasi penelitian, inovasi dalam peningka

pengembangan tan nilai tambah Pro-
dan inovasi duk Unggulan Daerah
teknologi. (PUD);
. Ada kegiatan penelitian
dan pengembangan dan
inovasi namun tidak 1
terkait dengan
pengembangan Produk
Unggulan Daerah (PUD);
Ada kegiatan penelitian
dan pengembangan dan
inovasi namun yang 2
terkait erat dengan
pengembangan Produk
Unggulan Daerah (PUD).

11. [Bermitra Penanam . Penanam Modal belum 0

dengan Usaha [Modal melakukan kemitraan;

Mikro Kecil dan melakukan _ Penanam Modal

Koperasi kemitraan melakukan kemitraan
dengan dalam bidang produksi 1
pengusaha atau pemasaran dari
mikro kecil dan| Usaha Mikro Kecil dan
koperasi Koperasi saja;




No.

KRITERIA

VARIABEL

INDIKATOR ¥*)

NILAI
%)

2

3

4

Penanam Modal me-
lakukan kemitraan
dalam bidang pro
duksi dan pemasa
ran hasil dari Usaha
Mikro Kecil dan
Koperasi.

12.

Industri yang
menggunakan
barang modal,
mesin atau
peralatan yang
di produksi di
dalam negeri

Memanfaatkan
Barang/Modal,
dan mesin
produksi dalam
negeri

a.

Penanam Modal
belum mengguna
kan barang modal,
mesin atau perala
tan produksi dalam
negeri;

. Penanam Modal me

nggunakan barang
modal, mesin atau
peralatan produksi
dalam negeri kurang
dari S0% (lima puluh
per seratus);

Penanam Modal
menggunakan
barang modal, mesin
atau peralatan pro
duksi dalam negeri
lebih dari 50% (lima

puluh per seratus).

14

Berada didae
rah terpencil,
atau daerah
tertinggal;

Penanam Modal
yang bersedia
dan mampu me
ngembangkan
kegiatan usaha
nya di daerah
yang terpencil
atau daerah
tertinggal

a.

Lokasi proses pro -
duksi dari Penanam

Modal berada di
pusat wilayah

b.

Lokasi proses pro-
duksi dari Penanam
Modal berada di dae-
rah tertinggal;

. Lokasi proses pro-

duksi dari Penanam
Modal berada di

daerah terpencil.

*) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai
g yang




II. Skala Prioritas
BIcoT NI A § oo s i s e osn nss sers
Prioritas S o B AR SRR S

I1I. Jenis Pemberian Insentif Penanaman Modal dalam bentuk:
(.....) Pengurangan dan/atau keringanan Pajak Daerah.

IV. Jenis Kemudahan Investasi dalam bentuk:
(.....) Penyediaan data dan informasi peluang usaha
Penanaman Modal;
(.....) Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan atau Lokasi;
(.....) Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan
Pengawalan Kepeminatan Penanaman Modal;
(.....) Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
V. Frekuensi insentif dan/kemudahan diberikan sebanyak...... Jangka waktu
insentif diberikan selama................

RWONOBODO, cowvvnswinansssss sssim s nimw s




II. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN WONOSOBO
Jalan T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo Kode Pos 56311 Telp. (0286) 321059
Fax. (0286) 321059 e-mail: dpmptsp.wsb@gmail.com
Website: dpmptsp.wonosobokab.go.id

REKOMENDASI
NOMOR: ............ s B B S G A B

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi
ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Wonosobo memberikan rekomendasi
kepada:

Namifi PErUSABARTL | sicisisossmornnsos sosnomns e Soasnnsens « sssmensses « s snsmnumss sy s
Alamat Perusahaan  ©  .occeeeiereieiiiiiiiiiinitiii i eeeieeiaesesirerensaens
Telepon/HP B i s 5 ms A S ReAT RS SRV § ASESRRANEES § YA § B

Nama Pimpinan T mwwe s s rme gy § s Sevmr ¢S A S B S ATAAREA SR
Alamat Pimpinan S S - SO S ——————
Telepon/HP £ s 1 sy S ey § R = g e arb A 5 R
Proyek § s SRS £ SRR § S RSN § GRS | AP CREEE s S

Untuk mendapatkan insentif berupa:
(.....) Pengurangan dan/atau keringanan pajak daerah
dan/atau kemudahan Penanaman Modal berupa )*:
(.....) Penyediaan data dan informasi peluang usaha
Penanaman Modal;
(.....) Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
(-....) Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan
Pengawalan Kepeminatan Penanaman Modal
(-....) Fasilitasi Promosi sesuai kewenangan Daerah.

*) Berikan tanda N pada parameter yang sesuai

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak ....................
Jangka waktu insentif/ kemudahan diberikan selama ......................

WOoNoSODO, ..ooiiviiiineeeeneanaeaanens

\ | WURVID(?&AT



yororodwo 133ur], 8¢ — 1€ v
yororodwo Suepog o€ — 1T k>
yororodwo yepuay 0C — 01 <
yorozodwaA MeprLL yepuoy jedueg 6-0 T
NVONVIHLHAM VIAHLIbM O3S IVIIN "ON

TVAOIN NVINVNVNHd NVHVANINEN NVIdHIINHd NVA ALLNHASNI NVISHGINHd SV.LIFOI-{d NVNALNANHd VIVIS I

TVAOIN NVINVNVNAd NVHVANINEN NVA ALLNISNI NVINAGINEd NIV VIONVE NVA ‘NVIVSAd MNLNAD

TVAOIN NVINVNVNHd NVHVANNHEM
NVIdHAdINHd NVA ALLNHSNI NVIdHdNdd

ONV.LNH.L

S20C NNHV.L JONON
OdOSONOM ILVdNd NVANLVAdd
III NVAIdINV1




‘'ePoN ‘'ePON UewWEURUdd ‘[epPON UewWERUBU] [EPOIN UewreUBUSd

ueweueudd eyesn Suenjad eyesn uenjod 1seuIOjUL eyesn Suenjod  IseuwIojUl wrerep ueyepnualy|
ISBEWIOJUI UBP Bjep ueeIpaAudd ‘T uep ejep ueeipaAusd ‘T | uep elep ueeIpaAuad ‘1T snjuayg
‘Tepowr
‘Tepow weueuad 1rep | weueuad Lrep ISNGLI}ol Uep | ‘Tepow weueuad Lrep Isngqrial
isnqiior uep sefed uveredequiod | yefed ueredequoad Isesieal | uep steled uerelequod
Isesifeal neje ueear{tad neje ueean{iaod [ej0] | 1Isesijeal neje ueearsjrod

rejo1 wrep (ussiod ewr ynnd | ep (ussied seoq ewl)) %G |[e101 Lrep (ussiad ynindas) o401
BNP) 9%CZ Jesogos WNWISYeW | JBSOQOS WNUWISYBW UBINLISQIP | JBS9QOsS wnuwis)iew UuedlIaqIp

ueseqIp repow wreueuad | [epowt wreueuad denoes | tepowx uwreueuad denos

denoes ynjun sefed eSunq/epuop |ynjun sefed eSunq/epuap |¥ymun sefed edunq/epusp ueseniod eponN

ednioaq IS ues ‘s1o30d | ednioq ISy ues ‘s1oyod | edniaq ISues ‘s1oxpod weueuad 13eq

ueueduney neje uedueindusd | ueueduwes neje uedueindusd | ueuedulloy neje ueduelndudd Jnuasuj jnjuag
‘Tepows | ‘repow weueuad LIEp ISNQLIIal | [epow weueguad Lrep 1snqrijal

weueuad 1Iep ISnNqLIldI  UBp | UEBp seled uerelequiad | uep steled uerelequad

sefed uereAequiad 1sesi[eal neje |Isesieal neje ueeldsizod [210] |IsesI[Bal neje ueeldsjrad [e10]
ueeiniiad 12103 1rep (ussiad ynind | trep (uesiad ynind e8n) o,0¢ |rep (uesiad ynmnd enp) %0

14 € 4 I
BUWI[) 9%0C JESQQas WNWISYBW | JBS9(as WNWISeW ueyqlIaqrp Jes9as wnuwisyew ueslIaqIp
uesLIqIp repow weueuad | fepowx weueuad denos | repowr wreueuad dernos
denoes uep elfed eSunqg/epusp |myun sefed edunqg/epusp |[ynjun elfed e3ung/epusp nreq [epoN
ednioq IS)ues ‘stox1od | ednaoq ISy ues ‘s1oxod | ednaaq Isyues ‘sjosyod weueuadd 13eq
uveueSunoy neje uedueinduad | ueuedulioy neje ueduernduod | ueueduley neje ueduein3uod Jnuasu] njuag
14 € (¢ T
NVHVANINHA
NVd ALLNHSNI
I['DONIL SV.LIJOTIAd DNVAHS SV.LIdO0TAd HVANHA SV.LIHOTAd NVIdHINHJ
JINLNHA

TVAOIW NVINVNVNHAd NVHVANINAM NVIIFdINEd NVA ALLNASNI NVIJHdNEd MNLNHAL 11




‘OG0SONOM 1.0%a

‘Jeloep ue3UBUIMOY
Isowoid

{ [epPOIN uewWRUBUD]
uejeurwaday] ueremesuad
uep uedurdurepuadg edniaq

Tensos

ueurziiad ueuedlerod uejedadoisd -

Isexo] neje ueye’]

ISBWLIOJU] UBRIPIAUQd ISel[ISey °

Iseysed

‘[epPON uewRUBUI]

uejeurwaday] ueTEmEIUD]

uep uedurdurepuad

edniaq ueurziiod
ueuele(ad uejyedaoiod ¢

‘1Iseso]

neje ueye] ISewLIoju]
ueeIpaAudd Iselisey 'z

" TepPON urwaeUEBUSd

uejeutrwaday] ueremeduad
uep uedurdurepusad
edniaq ueurzirod
ueueiead ueledodoiad g

‘1ses{o] neje ueye] ISeWIoju]
ueeIpoAusd ISelsed 'z




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Nomor : Kepada:
Lamp : 1 (satu) bendel Yth.Bupati Wonosobo
Perihal : Laporan Penggunaan c.q. Kepala Dinas Penanaman
Insentif/ Kemudahan Modal dan Pelayanan
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
di-
WONOSOBO

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan
Penanaman Modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL
Nama Badan Usaha

Bidang Usaha

Jumlah Tenaga Kerja
Tetap

Jenis Insentif yang 1. a.
Diperoleh b.

Jenis Kemudahan yang | 1. a.

Diperoleh b.

Nilai Omzet Penjualan | Omzet penjualan/ nilai transaksi
Sebelumdan Sesudah | usaha sebelum diberikan insentif/
Diperoleh Insentif/ | kemudahan:

kemudahan BRIV soven momcoimim s ik e b i

Omzet penjualan/ nilai transaksi
usaha setelah diberikan insentif/
kemudahan: Rp. .......ccceeeeeen

Penggunaan Insentif *) 1. Pembelian Bahan Baku

2. Restrukturisasi Mesin Produksi

3. Peningkatan Kesejahteraan
Karyawan
4. Penambahan Biaya Promosi Produk

5. Lainnya

*) Lingkari yang sesuai




2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBERDAYA

MANUSIA

Peningkatan kapasitas Jumlah Karyawan yang mengikuti

karyawan melalui pelatihan

pelatihan tematik khusus sebelum memperoleh
insentif / kemudahan ...... orang

Jumlah Karyawan yang mengikuti
pelatihan khusus sesudah memperoleh
insentif/ kemudahan.......... orang

Peningkatan kapasitas Jumlah Karyawan yang mengikuti
Karyawan Melalui pelatihan umum sebelum memperoleh
Pelatihan Umum insentif/ kemudahan.....orang

Jumlah Karyawan yang mengikuti
pelatihan umum sesudah memperoleh
insentif/ kemudahan.....orang

BIDANG PRODUKSI Volume produk yang dipasarkan
sebelum memperoleh insentif/
kemudahan........

Volume produk yang dipasarkan
sesudah memperoleh insentif ......

BIDANG PEMASARAN Volume produk yang dipasarkan
sebelum diperoleh insentif/ kemudahan
e Orientasi pasar dalam 1 Provinsi

..........................

..........................

Volume produk yang dipasarkan
sesudah diperoleh insentif/ kemudahan
e Orientasi pasar dalam 1 Provinsi

*) Lingkari yang sesuai

3. RENCANA KEGIATAN USAHA
a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya
setelah diperoleh insentif /kemudahan

Tahun ke Volume Produksi Volume Penjualan

1

2

3




b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah
memperoleh insentif / kemudahan:

- Bidang perdagangan

(sebutkan) ......c.....ll

- Bidang jasa (sebutkamn) .cswssscsoweonsnmssosrsssens
- Bidang pengolahan (sebutkan) .....................

c. Peningkatan kapasitas

mesin/peralatan produk setelah

diperoleh insentif (beri tanda O)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

4. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBERDAYA
MANUSIA

Peningkatan kapasitas
karyawan melalui
pelatihan tematik

Jumlah Karyawan yang mengikuti
pelatihan

khusus sebelum memperoleh
insentif / kemudahan ...... orang

Jumlah Karyawan yang mengikuti
pelatihan khusus sesudah memperoleh
insentif/ kemudahan....... orang

Peningkatan kapasitas
Karyawan Melalui
Pelatihan Umum

Jumlah Karyawan yang mengikuti
pelatihan umum sebelum memperoleh
insentif/ kemudahan..... orang

Jumlah Karyawan yang mengikuti
pelatihan umum sesudah memperoleh
insentif/ kemudahan..... orang

BIDANG PRODUKSI

Volume produk yang dipasarkan
sebelum memperoleh insentif/

Volume produk yang dipasarkan
sesudah memperoleh insentif ......

BIDANG PEMASARAN

Volume produk yang dipasarkan sebelum
diperoleh insentif/ kemudahan
e Orientasi pasar dalam 1 Provinsi

..........................

..........................

Volume produk yang dipasarkan
sesudah diperoleh insentif/ kemudahan
e Orientasi pasar dalam 1 Provinsi

--------------------------

...........................

*) Lingkari yang sesuai




5. RENCANA KEGIATAN USAHA
a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya
setelah diperoleh insentif /kemudahan

Tahun ke Volume Produksi Volume Penjualan
1
2
3

b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah
memperoleh insentif / kemudahan:
- Bidang perdagangan (sebutkan) ...................
- Bidang jasa (sebutkan) ..........cccciviiiiiiiininnnn...
- Bidang pengolahan (sebutkan) .....................

c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah
diperoleh insentif (beri tanda O)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

.................................

ATI WONOSOBO,




